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PUTUSAN
Nomor 789/Pdt.G/2024/MS.Lsk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,
tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Nova Arina, S.H.l. dan
kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum HN &
Partners yang berkantor di Jalan Medan - Banda Aceh, Lorong
Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon
Kabupaten Aceh Utara 24382, domisili elektronik pada alamat
email: novaarina.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 22 Oktober 2024, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor
925/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA,
sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024

telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan

Nomor 789/Pdt.G/2024/MS.Lsk, pada tanggal 23 Oktober 2024, dengan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang
menikah pada hari Selasa tanggal 04 April 2017, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/IV/xxxx tertanggal 04 April 2017, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama dirumah orang tua Penggugat di Gampong Paloh Lada
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara selama 4 (empat) tahun,
setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong
Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah
berjalan selama 3 (tahun) tahun 5 (lima) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, hanya selama 1 (satu) tahun ,
karena sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat
dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia,
sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu;

- Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas kepada
Penggugat;

- Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan biaya hidup untuk
Penggugat;

- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

- Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
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- Tergugat marah jika Penggugat telat pulang kerja;

- Tergugat tidak ada rasa peduli terhadap rumah tangganya;

- Tergugat mengatakan telah menyesal menikah dengan Penggugat;

- Tergugat sering mengulang kata-kata bahwa Penggugat tidak bisa
mempunyai keturunan;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Mei 2021
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar
dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Paloh Lada Kecamatan
Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 3
(tahun) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak
memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah
nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara
Pengguat dan Tergugat, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh
pihak keluarga Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai

8. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan
bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat
dipertahankan lagi;

9. Bahwa Penggugat bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai
jabatan Perawat Ahli Madya di UPTD Pukesmas Nisam Antara Kabupaten
Aceh Utara, dan dalam Hal mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini telah
mendapatkan Izin dari Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor:
800/593 tanggal 07 Oktober 2024 Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
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Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Lhoksukon berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap
didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, yang
ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa
Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat
kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah
menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor 800/539,
tanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Utara;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;
Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:
A. Surat
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/IV/xxxx, tanggal 04 April

2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

telah diberi meterai cukup dengan nazegelen (P);

B. Saksi
1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal
Tergugat;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di
rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA;

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah sejak tahun 2021,
Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena ribut dengan
Penggugat;

- bahwa awalnya saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat
ribut dari cerita Penggugat, kemudian saksi pernah 5 (lima) kali melihat
sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena
Penggugat terlambat pulang kerja dan Tergugat terlalu mengekang
Penggugat;

- bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
tahun 2021, Tergugat tidak pernah pulang lagi;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali didamaikan

oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
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2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kawan dekat Penggugat, kenal sejak tahun 2006;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi mengenal
Tergugat;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA dan belum
dikaruniai anak;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi keributan;

- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi ribut karena saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebabnya
karena Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak dan Tergugat
cemburu;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2021, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak
keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon
Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk
mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa

kepada Nova Arina, S.H.l. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor
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Hukum HN & Partners yang berkantor di Jalan Medan - Banda Aceh, Lorong
Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh
Utara 24382, domisili elektronik pada alamat email:
novaarina.advokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Lhoksukon Nomor 925/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 23 Oktober 2024, surat kuasa
tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok
perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara.
Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal
147 ayat (1) RBg. jo SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima
kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jis
Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal
Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat
beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di
hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka
berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah
sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih
tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa
Hukum Penggugat secara formil telah memilki legal standing untuk bertindak
mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar
rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat
(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai
Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990, izin tersebut ditunjukkan dengan Surat Keputusan Pemberian Izin
Perceraian, Nomor 800/539, tanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili serta
kedudukan hukum para pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan
sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan
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akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah
memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal
1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan
Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai
menurut hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat
mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga
Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan
mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (persona
standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018 yang disebabkan
Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tidak cukup
memberikan nafkah, cemburu berlebihan, sering menuduh Penggugat
selingkuh, marah jika Penggugat telat pulang kerja, tidak ada rasa peduli
terhadap rumah tangganya, mengatakan telah menyesal menikah dengan
Penggugat; dan sering mengulang kata-kata bahwa Penggugat tidak bisa
mempunyai keturunan. Sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya
mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Marlinda Binti H Abdullah) dan 2 (Safitri Binti
Sbran) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat
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formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan

saksi adalah fakta yang dilhat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang

harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan
yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan

309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH

UTARA dan belum dikaruniai anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering

terjadi pertengkaran sejak tahun 2018, penyebabnya karena Penggugat dengan

Tergugat tidak memiliki anak dan Tergugat cemburu. Sejak tahun 2021

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan

Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 04 April 2017 di wilayah hukum KUA Kecamatan Dewantara,
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah
bercerai menurut hukum;

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak
tahun 2018, penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki
anak dan Tergugat cemburu;

3. Bahwa, sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018, penyebabnya karena
Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak dan Tergugat cemburu, dan
sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis
berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga
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antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan
menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam
tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat
dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat
sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, maka secara psikologis
telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan
perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rumusan tujuan perkawinan ini

merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

& ) 455 8555 G (e L 8 b 31 ST 0 S0 s o il g
N 5K ol o s
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;
Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan
dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur
dari adanya ketentraman (sakinah), rasa cinta (mawaddah) dan rasa sayang
(rahmah) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa

cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila
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ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri,
maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, kondisi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage). Perpecahan rumah
tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (sakinah), rasa cinta
(mawaddah) dan rasa sayang (rahmah) antara suami istri, apalagi perpecahan
tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh
karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di
atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga
kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari
perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah
jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban
penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk
tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan
(mafsadah) lebih besar, padahal menolak mafsadah lebih utama daripada
menarik maslahah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam
kaidah fikih yang berbunyi:

thal\ e e pas Jslall 4 )
Artinya : “Menolak  kemudharatan lebih  utama  daripada  menarik
(mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena
itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta
oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri (ba’da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan

Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat
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untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu ba'in sughra yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan
isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara ruju’, namun boleh akad
nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa ‘iddah, vide
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis
tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir
1446 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ranie Sayulina,
S.H.l.,, S.K.H., M.H. dan Riki Dermawan, S.H.l., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H.
sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya tanpa hadirnya
Tergugat;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Ranie Sayulina, S.H.l., S.K.H., M.H. Zulfikri, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Riki Dermawan, S.H.l., M.H.

Panitera,

ttd

Fauzan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran ' Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama ' Rp 20.000,00
c. Redaksi ' Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 10.000,00
2. Proses " Rp 60.000,00
3. Panggilan ' Rp 750.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan  : Rp 250.000,00
5. Meterai 'Rp 10.000,00
Jumlah ' Rp 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 789/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



